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 Tujuan: Penelitian ini bertujuan memetakan cakupan, mekanisme, dan 

implikasi awal penerapan Global Minimum Tax (GMT) di Indonesia 

berdasarkan kerangka OECD/G20 Inclusive Framework dan PMK No. 136 

Tahun 2024, serta menguji secara konseptual bagaimana kebijakan ini 

memperkuat hak pemajakan yurisdiksi sumber melalui top-up tax.  

Metode Penelitian: Penelitian menggunakan desain kualitatif deskriptif 

dengan pendekatan studi dokumen. Data dikumpulkan dari dokumen OECD 

terkait GloBE Rules dan regulasi domestik PMK No. 136 Tahun 2024. Analisis 

dilakukan melalui pemetaan kebijakan, identifikasi ketentuan utama (ambang 

€750 juta, tarif efektif minimum 15%, IIR, QDMTT, UTPR, de minimis, dan SBIE), 

serta interpretasi implikasi fiskal dan administrasi.  

Hasil dan Pembahasan: Hasil menunjukkan bahwa GMT di Indonesia berlaku 

bagi grup MNE dengan pendapatan konsolidasi ≥ €750 juta (2 dari 4 tahun). 

Mekanisme IIR–QDMTT–UTPR membentuk sistem berlapis agar pajak 

minimum dipungut, sementara QDMTT strategis untuk mencegah top-up tax 

dipungut negara lain. SBIE memberikan pengurangan berbasis aset dan 

payroll namun menurun bertahap hingga 2033.  

Implikasi: Temuan menegaskan perlunya kesiapan administrasi, penyesuaian 

insentif fiskal, dan strategi daya saing investasi berbasis non-pajak. Studi 

lanjutan disarankan menguji dampak empiris GMT terhadap penerimaan dan 

keputusan investasi. 

 
Kata Kunci: Global Minimum Tax; OECD Pillar Two; GloBE Rules; Qualified Domestic 

Minimum Top-Up Tax (QDMTT); Pajak Internasional. 
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Pendahuluan 

Global Minimum Tax (GMT) merupakan kerangka perpajakan internasional yang dikembangkan 

dalam agenda reformasi perpajakan global di bawah koordinasi Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD) melalui skema OECD/G20 Inclusive Framework (OECD, 2021). 

Kerangka ini bertujuan memastikan bahwa perusahaan multinasional besar (Multinational 

Enterprises/MNEs) dikenakan tarif pajak efektif minimum sebesar 15% atas laba yang diperoleh di setiap 

yurisdiksi tempat mereka beroperasi (OECD, 2023). GMT berlaku bagi grup perusahaan multinasional 

yang memiliki peredaran usaha konsolidasi sebesar EUR 750 juta atau lebih dalam laporan keuangan 

konsolidasi Entitas Induk Utama, setidaknya terpenuhi dalam dua dari empat tahun fiskal sebelum tahun 

pajak yang diuji (OECD, 2023). Selain itu, GMT juga menetapkan pengecualian bagi entitas tertentu 

seperti entitas pemerintah, organisasi internasional, organisasi nirlaba, dana pensiun, dan dana investasi 

tertentu yang merupakan Entitas Induk Utama (OECD, 2023). Dengan ambang batas global tersebut, 

GMT dirancang untuk membatasi pengalihan laba ke yurisdiksi bertarif pajak rendah dan membentuk 
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“batas bawah” pemajakan badan usaha secara global, sehingga meningkatkan keadilan dan integritas 

dalam sistem perpajakan internasional (Schjelderup & Stähler, 2024). 

Pilar Dua (Pillar Two) merupakan komponen sentral dalam agenda reformasi pajak global 

OECD/G20 yang secara spesifik ditujukan untuk menekan praktik base erosion and profit shifting (BEPS) 

dan memperkuat pemajakan lintas batas yang lebih berkeadilan (OECD, 2021—About BEPS). Dalam 

perspektif kebijakan, Pilar Dua juga berfungsi mengurangi kompetisi pajak yang merugikan dan 

membatasi insentif bagi perusahaan multinasional untuk memindahkan laba ke yurisdiksi bertarif 

rendah, karena selisih pajak dapat dipungut kembali melalui mekanisme pajak tambahan (Devereux & 

Vella, 2023). 

Aturan Global Anti–Base Erosion (GloBE Rules) merupakan kerangka operasional dari GMT yang 

berfungsi sebagai panduan implementasi sekaligus mekanisme koordinasi agar tiga aturan utama—

Income Inclusion Rule (IIR), Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax (QDMTT), dan Undertaxed 

Payments Rule (UTPR)—berjalan selaras dan saling melengkapi (OECD, 2023). Dalam praktiknya, 

ketentuan GloBE menetapkan urutan penerapan yang umumnya dimulai dengan IIR, diikuti QDMTT, 

dan akhirnya UTPR untuk mengurangi risiko pengabaian maupun duplikasi pemungutan pajak 

minimum antar yurisdiksi (Chand et al., 2022). GloBE Rules juga menyediakan metodologi teknis 

perhitungan, termasuk penentuan tarif pajak efektif (Effective Tax Rate/ETR) dan penghitungan top-up 

tax yang diperlukan agar pemajakan mencapai standar minimum 15% (Hugger et al., 2024). 

Salah satu fitur penting dalam kerangka GloBE adalah penekanannya pada koordinasi dan 

keadilan, yakni memastikan tarif minimum global 15% tetap dipungut “di suatu tempat” dalam operasi 

internasional grup perusahaan multinasional, sehingga mempersempit peluang arbitrase pajak lintas 

negara (Avi-Yonah & Kim, 2022). Untuk menekan beban kepatuhan, GloBE juga memperkenalkan safe 

harbors sebagai mekanisme penyederhanaan yang memungkinkan perusahaan memenuhi kewajiban 

secara lebih efisien tanpa mengurangi substansi pemungutan pajak minimum (OECD, 2023). Dalam 

konteks Indonesia, adopsi ketentuan GMT ke dalam regulasi domestik dipandang sebagai langkah 

strategis untuk menjaga hak pemajakan yurisdiksi sumber sekaligus menyesuaikan sistem perpajakan 

nasional dengan standar internasional yang berkembang (Belianto & Rahayu, 2024).  

Tinjauan Literatur dan Pengembangan Hipotesis 

Konteks Global Reformasi Pajak 

Artikel ini berdiri di atas kerangka besar reformasi perpajakan internasional yang digagas oleh 

OECD/G20 Inclusive Framework. Tinjauan literatur menunjukkan bahwa reformasi ini merupakan respon 

terhadap praktik pergeseran laba (profit shifting) dan kompetisi tarif rendah antar yurisdiksi, yang 

berdampak pada basis pajak negara berkembang maupun maju. Konsep Global Minimum Tax (GMT) 

atau Pillar Two berasal dari agenda BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dan bertujuan menetapkan 

standar pajak minimum efektif sebesar 15% untuk perusahaan multinasional besar (Multinational 

Enterprises/MNEs). Pendekatan ini didukung oleh hasil studi OECD yang menunjukkan dampak negatif 

dari perlombaan tarif rendah terhadap pendapatan pajak global — pengetahuan ini menjadi titik pijak 

artikel dalam mengkaji adaptasi Indonesia terhadap ketentuan baru tersebut.  

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2985-7538
https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR


2026. The Author(s). This open-access article is distributed under a Creative Commons 

Attribution 4.0 International License. 

 

Advances in Management & Financial Reporting  

Volume 4, Issue 1 (2026)   e-ISSN: 2985-7538 

Website:  https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR   

 

 
 

Page | 203  

 

Studi Terdahulu tentang Pajak Global Minimum 

Artikel ini mereferensikan sejumlah dokumen dan publikasi OECD (misalnya publikasi 2021 dan 

2023) yang berisi pedoman teknis dan administratif pelaksanaan GMT di berbagai yurisdiksi. Literatur 

ini mencakup commentary, contoh kasus (examples), serta panduan tentang GloBE information return, 

safe harbours, dan penalty relief yang merupakan komponen penting dalam implementasi GMT. 

Penelitian terdahulu menekankan pentingnya komponen teknis ini agar kebijakan GMT dapat berjalan 

efektif secara internasional — terutama dalam hal perhitungan tarif pajak efektif (Effective Tax Rate/ETR) 

dan penentuan ambang batas kewajiban pelaporan.  

Kajian tentang Kepatuhan dan Kebijakan Domestik 

Artikel ini juga mengkaji literatur terkait kebijakan domestik Indonesia — khususnya Peraturan 

Menteri Keuangan (PMK) No. 136 Tahun 2024. Dalam tinjauan literatur, PMK ini dipandang sebagai 

adaptasi dari standar internasional, namun tetap mempertimbangkan karakteristik sistem pajak 

nasional. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa harmonisasi aturan domestik dengan kerangka 

internasional sering kali menghadapi tantangan, seperti penyesuaian regulasi teknis, kesiapan 

infrastruktur administrasi perpajakan, serta kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban baru. 

Artikel menguatkan narasi ini dengan menyebut PMK 136/2024 sebagai dasar hukum GMT di Indonesia 

yang efektif mulai 1 Januari 2025.  

Peran Parameter Kuantitatif dalam Literasi Pajak 

Artikel ini juga menyinggung penggunaan parameter kuantitatif dalam perumusan kebijakan 

pajak — misalnya ambang batas pendapatan konsolidasi grup MNE (≥ €750 juta), persyaratan 

pendapatan dan laba de minimis (< €10 juta dan < €1 juta), serta komponen Substance Based Income 

Exclusion (SBIE) melalui payroll rate dan tangible assets rate. Literatur pajak global menunjukkan bahwa 

parameter-parameter ini penting untuk memastikan kebijakan GMT tidak terlalu membebani 

perusahaan yang kurang signifikan, sekaligus tetap menutup celah erosi basis pajak. Tinjauan tersebut 

memperkaya analisis artikel dalam menyesuaikan teori kebijakan dengan realitas praktik.  

Relevansi dan Gaps Penelitian 

Artikel menunjukkan hubungan yang jelas antara literatur internasional dan penerapannya di 

Indonesia. Meskipun literature internasional tentang GMT relatif baru karena implementasi aktual di 

banyak negara masih dalam fase awal, artikel ini menyumbang pemahaman tentang bagaimana teori 

dan pedoman OECD dapat diterjemahkan ke konteks nasional. Gap yang ditunjukkan oleh literatur 

adalah masih terbatasnya kajian empiris tentang efek implementasi GMT terhadap kepatuhan 

perpajakan dan investasi multinasional — suatu area yang direkomendasikan untuk penelitian lebih 

lanjut. 

Penerapan Global Minimum Tax 

Pengenaan Global Minimum Tax (GMT) di Indonesia diatur dalam PMK No. 136 tahun 2024 

yang berlaku pada tanggal 1 Jan 2025, merupakan tonggak pencapaian yang signifikan dalam 

penyelarasan Indonesia dengan standar perpajakan internasional di bawah OECD/G20 Inclusive 

Framework (IF) on base erosion and profit shifting (BEPS) yang meliputi commentary, examples, agreed 
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administrative guidance, GLOBE information return, dan safe harbours dan finalty relief. (Pasal 1 angka 

1 PMK no 134 Tahun 2024) 

 

Pencapaian Global Minimum Tax Indonesia: 

2021–2023 

▪ Indonesia bergabung dalam pembahasan OECD/G20 Inclusive Framework mengenai Pilar Dua. 

▪ Konsultasi awal dan penyusunan peraturan perundang-undangan domestik dimulai. 

Respons Kebijakan Investasi Fiskal 

Insentif fiskal Indonesia harus direstrukturisasi sesuai dengan kerangka kerja Konferensi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD)  agar kompatibel 

dengan aturan pajak minimum global. Restrukturisasi kebijakan investasi dapat dicapai dengan tiga cara 

yaitu : 

Langkah pertama adalah mendesain ulang insentif fiscal yang secara signifikan dipengaruhi 

oleh aturan pilar 2. Langkah kedua adalah mengadopsi skema kredit pajak yang dapat dikembalikan 

yang memenuhi syarat. Kredit pajak yang dapat dikembalikan yang memenuhi syarat adalah kredit 

pajak yang, berdasarkan hukum domestik, harus dibayarkan kepada wajib pajak jika memenuhi 

persyaratan tertentu. Langkah ketiga adalah menurunkan pajak domestik untuk menarik investasi. 

UNCTAD mengklaim bahwa solusi semacam itu dapat dicapai dengan menurunkan tarif PPN atau tarif 

pajak gaji, yang memainkan peran penting dalam basis operasional. 

Kriteria Utama Global Minimum Tax (GMT) Indonesia: 

Ambang Batas Pendapatan: 

▪ Berlaku bagi grup multinasional dengan pendapatan konsolidasi sebesar €750 juta atau lebih. 

▪ Ambang batas ini harus terpenuhi dalam dua atau lebih dari empat tahun fiskal terakhir. 

Cakupan Perusahaan: 

▪ Hanya perusahaan multinasional (Multinational Enterprises/MNEs) yang beroperasi di 

setidaknya dua yurisdiksi yang tercakup. 

▪ Perusahaan Indonesia yang murni domestik tidak dikenakan aturan Pilar Dua. 

Tarif Pajak Efektif (ETR): 

▪ Apabila ETR di Indonesia berada di bawah 15%, maka dikenakan top-up tax. 

▪ MNE wajib membayar pajak minimum sebesar 15% di setiap yurisdiksi. 

Aturan-aturan GMT ini secara bersama-sama memastikan bahwa perusahaan multinasional 

(Multinational Enterprises/MNEs) dikenakan tarif pajak efektif minimum sebesar 15 persen atas laba 

global mereka, tanpa memperhatikan yurisdiksi tempat mereka beroperasi, yang berfungsi secara saling 

melengkapi, menutup celah dalam pemajakan dan mencegah pengalihan laba ke yurisdiksi bertarif 

pajak rendah. Setiap aturan menetapkan mekanisme yang berbeda untuk menegakkan standar pajak 

minimum, sementara secara bersama-sama aturan-aturan tersebut membentuk suatu kerangka yang 

koheren yang memperkuat keadilan, stabilitas, dan integritas dalam sistem perpajakan internasional. 
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Tiga Aturan Utama adalah: 

Income Inclusion Rule (IIR) 

Menetapkan tanggung jawab kepada perusahaan induk untuk membayar top-up tax apabila 

entitas anak dikenakan pajak di bawah ambang batas minimum. Berdasarkan IIR, apabila entitas anak 

dalam suatu grup dikenakan pajak di bawah ambang batas minimum sebesar 15 persen, maka 

perusahaan induk diwajibkan untuk membayar top-up tax guna menutup selisih tersebut. Mekanisme 

ini memastikan bahwa laba dikenakan pajak setidaknya pada tingkat minimum, dimulai dari tingkat 

tertinggi dalam struktur perusahaan. Dengan demikian, IIR menetapkan pendekatan top-down dalam 

pemajakan, yang memperkuat prinsip bahwa grup perusahaan multinasional tidak dapat menghindari 

kewajiban pajak global mereka dengan mengalihkan laba ke yurisdiksi bertarif pajak rendah. Dengan 

menempatkan akuntabilitas pada entitas induk, aturan ini memperkuat kepatuhan dan menjamin bahwa 

standar pajak minimum diterapkan secara konsisten di seluruh grup. 

Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax (QDMTT) 

Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax (QDMTT) memberikan Indonesia kewenangan untuk 

memungut pajak tambahan secara langsung dari perusahaan yang beroperasi dalam yurisdiksinya. 

Berdasarkan aturan ini, tanggung jawab untuk membayar pajak tambahan berada pada entitas 

Indonesia yang merupakan bagian dari grup perusahaan multinasional. Apabila suatu perusahaan 

multinasional membayar pajak kurang dari tarif pajak efektif minimum sebesar 15 persen atas laba 

lokalnya, maka Indonesia sendiri berwenang untuk mengenakan dan memungut top-up tax. Mekanisme 

ini memastikan bahwa yurisdiksi sumber mempertahankan prioritas dalam penegakan standar Global 

Minimum Tax. 

Dengan menerapkan QDMTT, Indonesia melindungi hak pemajakannya dan mencegah negara 

lain memungut kekurangan pemajakan tersebut. Pada praktiknya, aturan ini memperkuat kedaulatan 

fiskal, memastikan perlindungan penerimaan domestik, dan menyelaraskan sistem perpajakan 

Indonesia dengan standar internasional, sekaligus tetap mempertahankan kendali atas pemajakan atas 

laba yang dihasilkan secara lokal. 

Undertaxed Payments Rule (UTPR) 

Undertaxed Payments Rule (UTPR) berfungsi sebagai mekanisme pengaman dalam kerangka 

Global Minimum Tax. Aturan ini memastikan bahwa pajak minimum tetap dipungut bahkan dalam 

keadaan ketika perusahaan induk tidak menerapkan Income Inclusion Rule (IIR). Berdasarkan UTPR, 

tanggung jawab untuk membayar pajak tambahan dapat beralih kepada perusahaan yang beroperasi 

di yurisdiksi lain tempat grup perusahaan multinasional menjalankan kegiatan usahanya. 

Dalam keadaan tersebut, yurisdiksi-yurisdiksi tersebut diberi kewenangan untuk memungut 

top-up tax guna menjamin bahwa laba grup dikenakan tarif pajak efektif minimum setidaknya sebesar 

15 persen. Dengan demikian, UTPR bertindak sebagai mekanisme pengaman terakhir, yang menutup 

potensi celah dalam penegakan. Aturan ini memastikan bahwa pajak minimum dibayarkan di suatu 

tempat dalam struktur global perusahaan multinasional, sehingga mencegah terjadinya keadaan di 

mana penghasilan yang dikenakan pajak rendah luput dari jangkauan IIR. 
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Secara desain, UTPR memperkuat integritas sistem Global Minimum Tax. Aturan ini menjamin 

bahwa pemajakan tidak semata-mata bergantung pada yurisdiksi perusahaan induk, melainkan dapat 

ditegakkan oleh negara lain tempat grup tersebut beroperasi, sehingga memperkuat sifat universal dari 

standar pajak minimum. 

 

Perhitungan Effective Tax Rate (ETR) 

Penentuan Net GloBE Income merupakan langkah yang krusial dalam penerapan Global 

Minimum Tax (GMT) untuk memastikan bahwa tarif pajak efektif (Effective Tax Rate/ETR) dihitung 

berdasarkan dasar yang terstandarisasi di seluruh yurisdiksi, sehingga mencegah distorsi yang timbul 

dari perbedaan praktik akuntansi atau insentif pajak. Proses ini melibatkan serangkaian penyesuaian 

terhadap laporan keuangan konsolidasian dari perusahaan multinasional (Multinational 

Enterprise/MNE), dengan menyelaraskan penghasilan yang dilaporkan dengan persyaratan Aturan 

Global Anti–Base Erosion (GloBE) dari Organisation for Economic Co-operation and Development.  

 

Langkah-langkah yang harus dipahami dalam menghitung ETR sebagai berikut: 

Langkah Kesatu – Identifikasi Ultimate Parent Entity (UPE)  

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi Ultimate Parent Entity (UPE), 

yaitu perusahaan induk utama yang berperan sebagai pusat pengendali dalam suatu grup usaha 

multinasional. Dengan demikian, UPE merupakan entitas tertinggi yang menempati posisi puncak dalam 

struktur organisasi dan memiliki kendali penuh atas seluruh anak perusahaan yang berada di bawah 

naungannya. 

Langkah Kedua – Identifikasi Peredaran Bruto Tahunan UPE selama 4 tahun 

Langkah kedua dilakukan dengan mengidentifikasi peredaran bruto tahunan Ultimate Parent 

Entity (UPE) selama periode empat (4) tahun terakhir, melalui tahapan sebagai berikut: 

▪ Mengumpulkan Laporan Keuangan Konsolidasian Entitas Induk Utama untuk periode empat (4) 

tahun terakhir sebagai dasar analisis. 

▪ Memverifikasi peredaran bruto tahunan yang tercatat dalam laporan tersebut, dengan memastikan 

jumlahnya mencapai sekurang-kurangnya EUR 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Euro). 

▪ Memastikan bahwa nilai peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada angka (2) terpenuhi paling 

sedikit dalam dua (2) dari empat (4) Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak pengenaan Global Minimum 

Tax (GMT). 

Sebagai contoh: PT A  merupakan Entitas induk utama dari group PMN A yang memiliki entitas 

konstituen yang beroperasi dibeberapa negara, yaitu B Co 1 dan B Co 2 beroperasi di negara B, serta C 

Co beroperasi di negara C. Adapun peredaran bruto konsolidasi A Co sebagai berikut : 

 

Tabel 1. Peredaran Bruto 

Tahun Pajak Total Peredaran Bruto Konsolidasi 

2021 EUR 800 Juta 

2022 EUR 600 Juta 

2023 EUR 600 Juta 

2024 EUR 800 Juta 
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Jika Globe diterapkan pada tahun 2025  maka PT A merupakan bagian dari group PMN tercakup 

GLOBE karena memiliki peredaran usaha konsolidasi lebih dari 750 juta EURO pada 2 tahun sebelum 

2025 (Tahun pajak pengenaan GLOBE) 

Langkah Ketiga – Identifikasi dan Mengecualikan “Entitas Yang Khusus Dikecualikan”  

Setelah struktur organisasi berhasil diidentifikasi, tahapan berikutnya adalah melakukan 

identifikasi dan mengecualikan “entitas yang secara khusus dikecualikan” dalam struktur organisasi. 

Frasa “entitas yang secara khusus dikecualikan” merupakan Constituent Entities yang memiliki fungsi 

publik, sosial, atau bersifat pasif tertentu tidak termasuk dalam cakupan GMT. 

Entitas yang secara khusus dikecualikan antara lain: 

a. Entitas Pemerintah (Governmental Entities) 

b. Lembaga atau badan yang dimiliki dan dikendalikan oleh pemerintah. 

c. Organisasi International 

d. Organisasi Nirlaba (Non-Profit Organizations) 

e. Dana Pensiun (Pension Funds) yaitu entitas yang mengelola dana pensiun dan tidak  

berorientasi pada laba. 

f. Dana Investasi yang merupakan entitas Induk Utama 

g. Dana Investasi real estate yang merupakan entitas induk utama 

h. dengan ketentuan bahwa : 

▪ Entitas konstituen yang dikecualikan tetap diperhitungkan dalam menghitung batasan 

peredaran bruto group PMN 

▪ Entitas konstituen yang dikecualikan tidak diperhitungkan dalam menghitung ETR 

perjuridiksi dan tidak dikenakan pajak tambahan (top-up tax) 

Langkah Keempat – Ketentuan De Minimis 

Ketentuan de minimis merupakan ketentuan pengecualian yang diberikan kepada entitas 

konstituen dalam suatu grup multinasional apabila pendapatan atau laba yang diperoleh di suatu 

yurisdiksi sangat kecil. 

Fungsi ketentuan de minimis: 

1. Menghindari beban administrasi berlebihan bagi entitas kecil. 

2. Fokus penerapan pajak minimum global hanya pada grup besar dengan peredaran bruto 

konsolidasi di atas ambang batas tertentu. 

Ambang batas (threshold): 

1. Pendapatan kurang dari EUR 10 juta dan  

2. laba kurang dari EUR 1 juta.  

Syarat dan cara perhitungan: 

1. Pendapatan 3 tahun yaitu tahun berjalan dan 2 tahun pajak sebelumnya dibagi 3, dan  

2. Laba 3 tahun yaitu tahun berjalan dan 2 tahun pajak sebelumnya dibagi 3. 
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Langkah Kelima – Ketentuan Minoritas 

Entitas Konstituen yang dimiliki secara minoritas merupakan Entitas Konstituen yang dimiliki 

oleh Entitas Induk Utama dengan Kepentingan Kepemilikan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau 

kurang, secara langsung atau tidak langsung pada Entitas tersebut. 

Entitas Konstituen yang dimiliki minoritas terdiri atas:  

1. Entitas Induk yang dimiliki secara minoritas; 

2. Anak usaha yang dimiliki secara minoritas. 

3. Subgrup yang dimiliki secara minoritas. 

 

Berikut ini rumusan untuk penghitung Tarif Pajak Efektif dan Pajak Tambahan Per Yurisdiksi 

 

 

Gambar 1. Perhitungan Tarif Pajak 
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Gambar 2. Perhitungan pendapatan 

 

Gambar 3. Penyesuaian Pajak 

 

Subtance Based Income Exclusion (SBIE) merupakan pengurang Global Income dalam 

menghitung top-up tax. SBIE ini merupakan persentase tertentu terhadap nilai aktiva tetap (carrying 

value) dan biaya gaji (payroll). 
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Tabel 2.  

Tahun Pajak Payroll Rate Tangible Assets Rate 

2023 10.0% 8.0% 

2024 9.8% 7.8% 

2025 9.6% 7.6% 

2026 9.4% 7.4% 

2027 9.2% 7.2% 

2028 9.0% 7.0% 

2029 8.2% 6.6% 

2030 7.4% 6.2% 

2031 6.6% 5.8% 

2032 5.8% 5.4% 

2033 5.0% 5.0% 

 

Berikut ini contoh perhitungan pajak tambahan pernegara yuridiksi: 

 

Gambar 4. Contoh perhitungan pajak tambahan pernegara yuridiksi 
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Metode Penelitian 

Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif-deskriptif dengan pendekatan normatif (kajian 

regulasi/kebijakan). Fokus penelitian adalah memetakan konsep, aturan, mekanisme, dan implikasi 

penerapan Global Minimum Tax (GMT) yang merupakan bagian dari reformasi pajak global OECD/G20, 

khususnya Pillar Two melalui kerangka Global Anti–Base Erosion (GloBE). 

 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah: 

1. Kerangka kebijakan perpajakan internasional (OECD/G20 Inclusive Framework) yang mengatur tarif 

pajak minimum global. 

2. Kebijakan dan regulasi domestik Indonesia yang mengadopsi GMT, yaitu PMK No. 136 Tahun 2024 

yang berlaku mulai 1 Januari 2025. 

3. Mekanisme aturan utama GMT yang terdiri dari: 

▪ Income Inclusion Rule (IIR) 

▪ Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax (QDMTT) 

▪ Undertaxed Payments Rule (UTPR) 

Penelitian ini tidak menggunakan survei atau eksperimen, melainkan berorientasi pada analisis 

dokumen dan penjelasan konseptual perhitungan pajak minimum global. 

Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi dan literatur 

relevan. Sumber data utama meliputi: 

1. Regulasi Indonesia 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136 Tahun 2024 tentang penerapan Global Minimum 

Tax di Indonesia (berlaku 1 Januari 2025). 

2. Dokumen dan panduan internasional (OECD/G20) 

▪ Kerangka OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS terkait Pillar Two. 

 

▪ Dokumen pelaksanaan GloBE yang mencakup: commentary, examples, agreed administrative 

guidance, GloBE information return, safe harbours, penalty relief. 

3. Literatur dan referensi pendukung 

▪ Publikasi OECD (2021, 2023). 

▪ Literatur akademik/policy terkait reformasi pajak global. 

▪ Rujukan UNCTAD terkait restrukturisasi insentif fiskal agar kompatibel dengan GloBE. 

 

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data kuantitatif yang bersifat parameter/ilustratif, 

antara lain: 

▪ Tarif pajak efektif minimum (ETR minimum): 15%. 

▪ Ambang batas cakupan grup MNE: pendapatan konsolidasi ≥ €750 juta. 

▪ Ketentuan de minimis: pendapatan < €10 juta dan laba < €1 juta. 

▪ Ketentuan minoritas: kepemilikan ≤ 30%. 
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▪ Dataset peredaran bruto konsolidasi (Tabel 1). 

▪ Parameter SBIE payroll rate dan tangible assets rate 2023–2033. 

Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dilakukan secara bertahap melalui tahapan berikut: 

 

1. Identifikasi kerangka GMT secara global Penelitian dimulai dengan menjelaskan konsep GMT 

sebagai bagian dari agenda reformasi perpajakan internasional OECD/G20 untuk mencegah 

pengalihan laba dan kompetisi pajak yang merugikan. 

2. Identifikasi regulasi dan konteks implementasi di Indonesia Penelitian menelaah penerapan GMT di 

Indonesia berdasarkan PMK No. 136 Tahun 2024 yang berlaku mulai 1 Januari 2025. 

3. Analisis aturan utama GloBE Penelitian menguraikan tiga aturan utama dalam GMT, yaitu IIR, 

QDMTT, dan UTPR, termasuk perannya dalam memastikan top-up tax dipungut jika ETR di bawah 

15%. 

4. Penyusunan alur perhitungan ETR dan top-up tax Penelitian menyajikan langkah konseptual 

perhitungan ETR melalui tahapan: 

▪ Mengidentifikasi Ultimate Parent Entity (UPE). 

▪ Menguji ambang batas pendapatan konsolidasi (≥ €750 juta) selama 4 tahun, harus terpenuhi 

minimal 2 dari 4 tahun. 

▪ Mengidentifikasi entitas yang dikecualikan. 

▪ Menerapkan ketentuan de minimis. 

▪ Mengidentifikasi entitas minoritas (≤30%). 

5. Penggunaan tabel dan skema ilustratif Untuk memperjelas mekanisme, penelitian menyertakan: 

▪ Dataset contoh peredaran bruto (Tabel 1). 

▪ Parameter SBIE (Tabel 2). 

▪ Skema perhitungan dalam bentuk gambar (Gambar 1–3). 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan adalah: 

 

1. Analisis deskriptif-kualitatif Data sekunder (regulasi dan dokumen OECD) dianalisis dengan 

menjelaskan isi kebijakan, tujuan, mekanisme, serta implikasi penerapan GMT. 

2. Analisis normatif (regulatory analysis) Penelitian membandingkan prinsip-prinsip GloBE dan 

ketentuan implementasi di Indonesia untuk memahami bagaimana kebijakan domestik selaras 

dengan standar internasional. 

3. Analisis konseptual perhitungan pajak Penelitian menggunakan contoh numerik dan parameter 

kuantitatif untuk menggambarkan: 

▪ Penentuan cakupan grup MNE. 

▪ Mekanisme perhitungan tarif pajak efektif (ETR). 

▪ Kondisi pemicu top-up tax jika ETR < 15%. 

▪ Peran SBIE sebagai pengurang Global Income dalam perhitungan top-up tax. 
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Validitas, Reliabilitas, dan Etika 

1. Validitas Validitas penelitian didukung oleh penggunaan sumber resmi dan standar global, yaitu 

dokumen OECD/G20 Inclusive Framework serta regulasi Indonesia (PMK). Hal ini memastikan bahwa 

pembahasan bersandar pada kerangka yang diakui secara internasional. 

2. Reliabilitas Reliabilitas diperoleh melalui penggunaan dokumen yang dapat ditelusuri ulang 

(verifiable) dan konsisten, seperti publikasi OECD dan peraturan pemerintah, sehingga hasil analisis 

dapat direplikasi oleh peneliti lain dengan sumber yang sama. 

3. Etika penelitian Penelitian ini tidak melibatkan subjek manusia, data personal, atau data rahasia 

perusahaan. Seluruh data bersifat sekunder dan berasal dari dokumen publik, sehingga risiko 

pelanggaran etika penelitian relatif rendah. Prinsip etika tetap dijaga melalui sitasi sumber dan 

penggunaan informasi sesuai konteks akademik. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Analisis Hasil 

Berdasarkan analisis dokumen kebijakan internasional OECD/G20 Inclusive Framework serta 

regulasi domestik Indonesia melalui PMK No. 136 Tahun 2024, penelitian ini menghasilkan pemetaan 

yang sistematis mengenai cakupan, mekanisme, dan implikasi awal penerapan Global Minimum Tax 

(GMT) di Indonesia (OECD, 2021; OECD, 2023; DDTC, 2024; ALAIKA, 2024; Belianto & Rahayu, 2024). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa GMT merupakan instrumen pajak global yang dirancang untuk 

membatasi praktik pengalihan laba ke yurisdiksi bertarif pajak rendah dan menciptakan standar 

pemajakan yang lebih adil lintas negara melalui penetapan tarif pajak efektif minimum sebesar 15% 

(OECD, 2021; Hugger et al., 2024; Schjelderup & Stähler, 2024). Dalam konteks Indonesia, kebijakan ini 

menjadi tonggak penting karena menandai integrasi Indonesia ke dalam arsitektur perpajakan 

internasional yang lebih terkoordinasi (Prastuti, 2023; Arifa Rahma, 2025; Mahardika, 2024). 

Hasil pertama penelitian adalah identifikasi bahwa GMT di Indonesia secara tegas ditujukan 

untuk kelompok perusahaan multinasional besar (Multinational Enterprises/MNEs) dengan ambang 

batas pendapatan konsolidasi sebesar €750 juta atau lebih (OECD, 2021; OECD, 2023; DDTC, 2024). 

Ambang batas ini harus terpenuhi setidaknya dalam dua dari empat tahun fiskal sebelum tahun pajak 

yang diuji (OECD, 2023; Hugger et al., 2024). Ketentuan ini menunjukkan bahwa GMT bukan kebijakan 

yang berlaku untuk seluruh wajib pajak badan, melainkan diarahkan pada grup besar yang memiliki 

potensi melakukan perencanaan pajak lintas yurisdiksi (Imelda & Mukhtaruddin, 2025; Avi-Yonah & 

Kim, 2022). Dengan demikian, perusahaan domestik murni yang hanya beroperasi di Indonesia tidak 

termasuk dalam cakupan Pillar Two (Belianto & Rahayu, 2024; Wisanggeni, 2025). 

Hasil berikutnya adalah pemetaan tiga aturan utama dalam kerangka GloBE Rules yang menjadi 

instrumen implementasi GMT, yaitu Income Inclusion Rule (IIR), Qualified Domestic Minimum Top-Up 

Tax (QDMTT), dan Undertaxed Payments Rule (UTPR) (OECD, 2023; Hugger et al., 2024). Ketiga aturan 

ini bekerja sebagai sistem berlapis yang memastikan pajak minimum selalu dipungut “di suatu tempat” 

dalam struktur grup MNE (Avi-Yonah & Kim, 2022; Schjelderup & Stähler, 2024). Dalam hasil kajian, IIR 

berperan sebagai mekanisme top-down yang membebankan kewajiban top-up tax kepada entitas 

induk utama apabila entitas anak di yurisdiksi tertentu membayar pajak efektif di bawah 15% (OECD, 
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2023; Mrozek, 2023). QDMTT memberikan hak prioritas kepada negara sumber (dalam hal ini Indonesia) 

untuk memungut top-up tax domestik jika ETR lokal lebih rendah dari 15% (OECD, 2023; Belianto & 

Rahayu, 2024; Wisanggeni, 2025). Sementara itu, UTPR berfungsi sebagai mekanisme pengaman 

terakhir ketika IIR tidak diterapkan oleh negara domisili induk, sehingga yurisdiksi lain tempat grup 

beroperasi dapat memungut top-up tax untuk menutup kekurangan pajak minimum (OECD, 2023; 

Chand et al., 2022). 

Hasil analisis menunjukkan bahwa keberadaan QDMTT sangat strategis bagi Indonesia karena 

berpotensi melindungi hak pemajakan domestik (Belianto & Rahayu, 2024; Wisanggeni, 2025; Racaru, 

2024). Apabila Indonesia tidak menerapkan QDMTT, maka top-up tax yang timbul akibat ETR Indonesia 

di bawah 15% dapat dipungut oleh negara lain melalui IIR atau UTPR (OECD, 2023; Avi-Yonah & Kim, 

2022). Oleh karena itu, penerapan QDMTT memperkuat kedaulatan fiskal Indonesia dalam konteks 

kompetisi pajak global yang semakin terstandarisasi (Racaru, 2024; Devereux & Vella, 2023). 

Hasil penelitian selanjutnya terkait prosedur penentuan apakah suatu grup perusahaan 

termasuk dalam cakupan GMT. Dokumen memaparkan bahwa langkah pertama adalah 

mengidentifikasi Ultimate Parent Entity (UPE) sebagai entitas pengendali tertinggi dalam grup (OECD, 

2023; Hugger et al., 2024). Langkah kedua adalah menguji peredaran bruto tahunan UPE selama empat 

tahun terakhir untuk memastikan ambang €750 juta terpenuhi dalam dua dari empat tahun (OECD, 

2023). Hasil penelitian memperlihatkan contoh ilustratif dalam bentuk dataset peredaran bruto 

konsolidasi: tahun 2021 sebesar EUR 800 juta, tahun 2022 sebesar EUR 600 juta, tahun 2023 sebesar 

EUR 600 juta, dan tahun 2024 sebesar EUR 800 juta (OECD, 2023; ALAIKA, 2024). Jika GloBE diterapkan 

pada tahun 2025, maka grup tersebut termasuk dalam cakupan karena memenuhi ambang batas pada 

dua tahun (2021 dan 2024) sebelum 2025 (OECD, 2023). 

Hasil berikutnya adalah identifikasi adanya pengecualian entitas tertentu yang tidak termasuk 

dalam cakupan GMT, yaitu entitas pemerintah, organisasi internasional, organisasi nirlaba, dana 

pensiun, serta dana investasi tertentu yang merupakan entitas induk utama (OECD, 2023; Hugger et al., 

2024). Meskipun entitas yang dikecualikan tetap dihitung untuk pengujian ambang pendapatan grup, 

entitas tersebut tidak dikenai perhitungan ETR per yurisdiksi dan tidak menjadi objek top-up tax (OECD, 

2023). Temuan ini menunjukkan bahwa GMT memiliki desain yang mempertimbangkan karakteristik 

institusi publik dan entitas yang tidak berorientasi laba (Avi-Yonah & Kim, 2022; Racaru, 2024). Selain 

itu, penelitian ini juga menemukan adanya ketentuan de minimis sebagai mekanisme penyederhanaan 

dan pengurangan beban administrasi (OECD, 2023; Hugger et al., 2024). Ketentuan de minimis berlaku 

apabila suatu yurisdiksi memiliki pendapatan kurang dari EUR 10 juta dan laba kurang dari EUR 1 juta 

(OECD, 2023). Hasil kajian memperlihatkan bahwa evaluasi de minimis dilakukan dengan menggunakan 

rata-rata tiga tahun, yaitu tahun berjalan dan dua tahun sebelumnya dibagi tiga untuk pendapatan 

maupun laba (OECD, 2023). Dengan mekanisme ini, yurisdiksi dengan aktivitas ekonomi kecil dapat 

dikecualikan dari perhitungan kompleks, sehingga GMT lebih fokus pada yurisdiksi dengan kontribusi 

laba signifikan (Schjelderup & Stähler, 2024). 

Penelitian juga menghasilkan temuan bahwa terdapat ketentuan minoritas yang memengaruhi 

cakupan entitas konstituen. Entitas yang dimiliki minoritas didefinisikan sebagai entitas dengan 

kepentingan kepemilikan sebesar 30% atau kurang yang dimiliki oleh UPE secara langsung atau tidak 

langsung (OECD, 2023). Entitas minoritas dapat berupa entitas induk minoritas, anak usaha minoritas, 

maupun subgrup minoritas (OECD, 2023). Ketentuan ini menunjukkan bahwa GMT tidak hanya 
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mempertimbangkan ukuran pendapatan grup, tetapi juga struktur kepemilikan untuk menentukan 

kewajiban perhitungan (Mattiassich & Szóka, 2023). 

Hasil penelitian berikutnya terkait komponen teknis perhitungan ETR dan top-up tax. Dokumen 

menyatakan adanya rumusan perhitungan ETR dan pajak tambahan per yurisdiksi yang disajikan melalui 

gambar (Gambar 1–3) yaitu Perhitungan Tarif Pajak, Perhitungan Pendapatan, dan Penyesuaian Pajak 

(OECD, 2023; Hugger et al., 2024). Meskipun persamaan rinci tidak dituliskan sebagai formula teks, 

struktur pembahasannya menegaskan bahwa perhitungan ETR didasarkan pada Net GloBE Income yang 

merupakan hasil penyesuaian laporan keuangan konsolidasian agar selaras dengan standar OECD 

(OECD, 2023; Hugger et al., 2024). Dengan demikian, ETR bukan hanya dihitung berdasarkan laba kena 

pajak domestik, melainkan berbasis pada metodologi standar GloBE untuk menghindari distorsi antar 

yurisdiksi (Avi-Yonah & Kim, 2022; Schjelderup & Stähler, 2024). 

Hasil penting lainnya adalah ditemukannya peran Substance Based Income Exclusion (SBIE) 

sebagai pengurang Global Income dalam menghitung top-up tax. SBIE dihitung sebagai persentase 

tertentu dari nilai aktiva tetap (carrying value) dan biaya gaji (payroll) (OECD, 2023; Hugger et al., 2024). 

Dokumen menyediakan dataset parameter SBIE dalam Tabel 2 yang menunjukkan penurunan bertahap 

payroll rate dan tangible assets rate dari tahun 2023 hingga 2033 (OECD, 2023). Payroll rate turun dari 

10,0% (2023) menjadi 5,0% (2033), sementara tangible assets rate turun dari 8,0% (2023) menjadi 5,0% 

(2033) (OECD, 2023). Temuan ini mengindikasikan bahwa GMT memberikan insentif bagi substansi 

ekonomi nyata (aset dan tenaga kerja) namun insentif tersebut berkurang secara gradual dalam jangka 

waktu tertentu (Devereux & Vella, 2023; Schjelderup & Stähler, 2024). Secara keseluruhan, hasil 

penelitian menegaskan bahwa penerapan GMT di Indonesia adalah bentuk harmonisasi kebijakan 

perpajakan nasional dengan standar global, yang bertujuan menutup celah penghindaran pajak oleh 

MNE, memperkuat hak pemajakan yurisdiksi sumber, dan menjaga keadilan fiskal (OECD, 2021; Imelda 

& Mukhtaruddin, 2025; Belianto & Rahayu, 2024). Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 

penerapan kebijakan ini membutuhkan kesiapan administratif, pemahaman teknis perhitungan, dan 

penyesuaian kebijakan insentif agar tetap kompatibel dengan GloBE (Hugger et al., 2024; Mrozek, 2023; 

Wisanggeni, 2025). 

Pembahasan 

Hasil penelitian ini menyoroti makna strategis penerapan Global Minimum Tax (GMT) di 

Indonesia dengan menempatkannya pada konteks reformasi perpajakan internasional, tantangan 

kebijakan domestik, serta implikasinya terhadap penerimaan negara dan daya saing investasi (Prastuti, 

2023; Belianto & Rahayu, 2024; ALAIKA, 2024). Berdasarkan hasil penelitian, penerapan GMT dapat 

dipahami sebagai perubahan paradigma besar: dari kompetisi pajak yang mengandalkan penurunan 

tarif dan pemberian insentif, menuju rezim pajak global yang lebih terstandarisasi dengan tarif minimum 

efektif 15% (Devereux & Vella, 2023; Avi-Yonah & Kim, 2022). Hal ini mengubah ruang gerak negara 

dalam mendesain kebijakan pajak, termasuk Indonesia (Racaru, 2024; Schjelderup & Stähler, 2024). 

Pertama, dari sisi tujuan kebijakan, GMT secara konseptual dirancang untuk mengurangi praktik 

base erosion and profit shifting (BEPS) (OECD, 2021; OECD, 2021—About BEPS). Dalam praktik 

sebelumnya, MNE dapat mengalihkan laba ke yurisdiksi bertarif pajak rendah melalui strategi transfer 

pricing, penggunaan entitas khusus, atau pemanfaatan insentif yang agresif (Imelda & Mukhtaruddin, 

2025; Avi-Yonah & Kim, 2022). Dengan adanya tarif minimum 15% per yurisdiksi, keuntungan dari 

memindahkan laba ke negara “tax haven” menjadi berkurang karena selisih pajak dapat dipungut 
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kembali melalui mekanisme top-up tax (Schjelderup & Stähler, 2024; Devereux & Vella, 2023). Dengan 

demikian, GMT meningkatkan efektivitas pemajakan global tanpa harus sepenuhnya menghapus 

kedaulatan pajak masing-masing negara (Avi-Yonah & Kim, 2022; Racaru, 2024). 

Dalam konteks Indonesia, pembahasan utama terletak pada signifikansi PMK No. 136 Tahun 

2024 sebagai bentuk kesiapan negara untuk mengadopsi standar global (DDTC, 2024; ALAIKA, 2024; 

Belianto & Rahayu, 2024). Kebijakan ini berlaku mulai 1 Januari 2025, menunjukkan bahwa Indonesia 

tidak berada di posisi pasif dalam reformasi perpajakan global (Arifa Rahma, 2025; Mahardika, 2024). 

Namun, penerapan GMT bukan sekadar adopsi aturan internasional, melainkan memerlukan 

rekonstruksi kebijakan domestik, khususnya terkait insentif fiskal (OECD, 2023—Tax Incentives & GloBE 

Rules; Wisanggeni, 2025). Banyak kebijakan insentif yang selama ini menjadi instrumen utama menarik 

investasi (misalnya tax holiday, tax allowance, atau fasilitas tarif rendah) berpotensi kehilangan 

efektivitasnya karena top-up tax akan “menutup” selisih tarif hingga mencapai 15% (OECD, 2023—Tax 

Incentives & GloBE Rules; Devereux & Vella, 2023). Artinya, insentif berbasis pengurangan tarif efektif 

bisa menjadi kurang menarik bagi MNE karena manfaatnya akan dikompensasi oleh kewajiban pajak 

tambahan di yurisdiksi lain (Hugger et al., 2024; Dilaga & Daryatno, 2025). 

Di sinilah QDMTT menjadi elemen strategis yang perlu dibahas lebih dalam. Penerapan QDMTT 

memberi Indonesia hak untuk memungut top-up tax domestik sebelum negara lain memungutnya 

melalui IIR atau UTPR (OECD, 2023; Belianto & Rahayu, 2024). Secara fiskal, QDMTT berpotensi 

meningkatkan penerimaan negara, khususnya dari MNE yang menikmati insentif sehingga ETR lokal 

berada di bawah 15% (Baraké et al., 2022; Wisanggeni, 2025). Tanpa QDMTT, Indonesia berisiko 

kehilangan penerimaan tambahan tersebut karena akan dipungut oleh negara induk MNE (OECD, 2023; 

Avi-Yonah & Kim, 2022). Dengan demikian, QDMTT bukan hanya perangkat teknis, tetapi instrumen 

kedaulatan fiskal dalam arsitektur pajak global (Racaru, 2024). 

Namun, penerapan QDMTT juga memunculkan tantangan kebijakan: bagaimana Indonesia 

menyeimbangkan peningkatan penerimaan pajak dengan kebutuhan menjaga iklim investasi (Belianto 

& Rahayu, 2024; Dilaga & Daryatno, 2025). Apabila top-up tax dipungut di Indonesia, beban pajak MNE 

akan meningkat secara langsung di yurisdiksi sumber (Hugger et al., 2024). Dalam jangka pendek, hal 

ini dapat menimbulkan persepsi bahwa Indonesia menjadi lebih “mahal” sebagai lokasi investasi (Utama 

& Mukhtaruddin, 2025). Akan tetapi, argumen sebaliknya adalah bahwa dengan adanya GMT, ruang 

kompetisi pajak melalui tarif rendah sudah menyempit di tingkat global (Devereux & Vella, 2023; 

Schjelderup & Stähler, 2024). Dengan demikian, daya saing investasi Indonesia perlu bergeser dari 

kompetisi pajak menuju faktor lain seperti stabilitas regulasi, kualitas infrastruktur, efisiensi birokrasi, 

dan kepastian hukum (Avi-Yonah & Kim, 2022; Belianto & Rahayu, 2024). 

 

Ambang batas €750 juta yang membatasi cakupan kebijakan hanya pada MNE besar (OECD, 

2023). Ketentuan ini menunjukkan bahwa GMT tidak ditujukan untuk seluruh pelaku usaha, sehingga 

dampak langsung pada UMKM dan perusahaan domestik relatif minimal (Belianto & Rahayu, 2024). 

Dari perspektif kebijakan publik, ini penting karena mengurangi risiko distorsi ekonomi bagi sektor 

domestik yang tidak memiliki kemampuan perencanaan pajak lintas negara (Schjelderup & Stähler, 

2024). Di sisi lain, cakupan terbatas ini juga berarti bahwa peningkatan penerimaan negara dari GMT 

mungkin terkonsentrasi pada sejumlah grup besar, sehingga implementasi administrasi perlu diarahkan 

pada pengawasan kelompok wajib pajak tertentu secara lebih intensif (Hugger et al., 2024; ALAIKA, 

2024). 
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Ketentuan de minimis juga memiliki implikasi signifikan. Dengan threshold pendapatan < €10 

juta dan laba < €1 juta, yurisdiksi dengan aktivitas kecil dapat dikecualikan dari perhitungan kompleks 

(OECD, 2023). Dalam pembahasan, ketentuan ini dapat dipandang sebagai kompromi antara tujuan 

kebijakan dan beban kepatuhan (Mrozek, 2023). Jika seluruh yurisdiksi harus dihitung tanpa 

pengecualian, biaya administrasi akan meningkat drastis, baik bagi otoritas pajak maupun wajib pajak 

(Hugger et al., 2024). Dengan de minimis, GMT menjadi lebih realistis untuk diterapkan (Schjelderup & 

Stähler, 2024). Namun demikian, penggunaan rata-rata tiga tahun juga berarti bahwa fluktuasi 

sementara tidak langsung mengubah status de minimis, sehingga kebijakan lebih stabil (OECD, 2023). 

Entitas yang dikecualikan menunjukkan bahwa GMT tidak sepenuhnya “blind” terhadap 

karakter entitas. Pemerintah, organisasi internasional, organisasi nirlaba, dan dana pensiun memiliki 

fungsi sosial yang tidak relevan dengan tujuan BEPS (OECD, 2023; Racaru, 2024). Dengan mengecualikan 

entitas tersebut, GMT menjaga legitimasi dan fairness (Avi-Yonah & Kim, 2022). Akan tetapi, 

pengecualian ini juga menuntut definisi yang jelas agar tidak disalahgunakan sebagai celah 

perencanaan pajak (Mrozek, 2023; Chand et al., 2022). 

Teknis perhitungan ETR dan Net GloBE Income menunjukkan bahwa GMT bukan kebijakan 

sederhana. Perhitungan ETR memerlukan penyesuaian laporan keuangan konsolidasian agar seragam 

lintas yurisdiksi (OECD, 2023; Hugger et al., 2024). Ini menuntut kapasitas teknis tinggi baik dari 

perusahaan maupun otoritas pajak (Dilaga & Daryatno, 2025; Mrozek, 2023). Kesiapan sistem pelaporan, 

ketersediaan data, serta harmonisasi standar akuntansi menjadi tantangan penting (Hugger et al., 2024). 

Jika implementasi teknis tidak matang, potensi sengketa pajak dapat meningkat (Chand et al., 2022; 

Mrozek, 2023). Oleh karena itu, aspek safe harbours dan mekanisme penyederhanaan menjadi krusial 

untuk mengurangi beban kepatuhan (OECD, 2023; Hugger et al., 2024). 

Komponen SBIE dalam pembahasan memperlihatkan adanya keseimbangan antara penegakan 

tarif minimum dan pengakuan substansi ekonomi nyata. Dengan mengizinkan pengurangan 

berdasarkan aset berwujud dan payroll, GMT tidak sepenuhnya menghukum yurisdiksi yang menjadi 

lokasi aktivitas ekonomi riil (OECD, 2023; Schjelderup & Stähler, 2024). Namun, dataset SBIE yang 

menurun dari 2023–2033 menunjukkan bahwa insentif substansi ini bersifat transisional (OECD, 2023). 

Artinya, dalam jangka panjang, kemampuan SBIE untuk mengurangi top-up tax akan semakin kecil 

(Devereux & Vella, 2023). Hal ini mendorong negara seperti Indonesia untuk memperkuat daya tarik 

investasi bukan hanya melalui faktor substansi tradisional (tenaga kerja dan aset), tetapi juga melalui 

peningkatan produktivitas, teknologi, dan efisiensi rantai pasok (Utama & Mukhtaruddin, 2025; Dilaga 

& Daryatno, 2025). 

Penerapan GMT di Indonesia dapat dipahami sebagai peluang sekaligus tantangan. Peluangnya 

adalah peningkatan penerimaan pajak dan perlindungan hak pemajakan domestik melalui QDMTT, 

serta penguatan posisi Indonesia dalam kerja sama pajak global (Baraké et al., 2022; Belianto & Rahayu, 

2024). Tantangannya adalah penyesuaian kebijakan insentif, kesiapan administrasi, serta potensi 

perubahan strategi investasi MNE (OECD, 2023—Tax Incentives & GloBE Rules; Wisanggeni, 2025; 

Utama & Mukhtaruddin, 2025). Oleh karena itu, strategi kebijakan Indonesia ke depan perlu 

mengintegrasikan GMT dengan reformasi perpajakan domestik, penyederhanaan administrasi, dan 

kebijakan investasi yang lebih berorientasi pada kualitas ekosistem bisnis, bukan semata insentif tarif 

pajak (Belianto & Rahayu, 2024; Mahardika, 2024). 
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Kesimpulan 

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan Global Minimum Tax (GMT) di Indonesia 

merupakan bentuk harmonisasi kebijakan perpajakan nasional dengan kerangka OECD/G20 Inclusive 

Framework melalui aturan GloBE. Temuan utama menunjukkan bahwa GMT menetapkan tarif pajak 

efektif minimum sebesar 15% bagi grup perusahaan multinasional besar yang memenuhi ambang batas 

pendapatan konsolidasi ≥ €750 juta (minimal terpenuhi 2 dari 4 tahun fiskal sebelum tahun pajak diuji). 

Mekanisme implementasi dijalankan melalui tiga aturan utama, yaitu Income Inclusion Rule (IIR), 

Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax (QDMTT), dan Undertaxed Payments Rule (UTPR), yang secara 

sistematis memastikan top-up tax dipungut ketika ETR suatu yurisdiksi berada di bawah 15%. Selain itu, 

penelitian juga mengidentifikasi adanya ketentuan pengecualian (entitas tertentu), ketentuan de 

minimis, ketentuan minoritas, serta peran Substance Based Income Exclusion (SBIE) yang mengurangi 

dasar perhitungan top-up tax melalui komponen payroll dan aset berwujud. 

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa GMT merupakan instrumen 

global untuk mengurangi praktik base erosion and profit shifting (BEPS) serta membentuk sistem 

perpajakan internasional yang lebih adil dan terkoordinasi. Hasil kajian juga menegaskan bahwa standar 

pajak minimum global menggeser paradigma kompetisi pajak antarnegara dari penurunan tarif menuju 

penguatan substansi ekonomi dan kepastian regulasi. Secara praktis, penerapan GMT dan QDMTT 

memberikan implikasi penting bagi Indonesia dalam menjaga kedaulatan fiskal dan potensi penerimaan 

pajak, karena top-up tax dapat dipungut di yurisdiksi sumber sebelum dipungut negara lain. Namun, 

kebijakan ini juga menuntut kesiapan administrasi perpajakan, penyesuaian kebijakan insentif fiskal agar 

tetap kompatibel dengan GloBE, serta strategi baru dalam mempertahankan daya tarik investasi melalui 

faktor non-pajak seperti kepastian hukum, kualitas infrastruktur, dan efisiensi layanan publik. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan deskriptif-normatif 

berbasis data sekunder dan belum menguji dampak GMT secara empiris terhadap penerimaan negara, 

perilaku kepatuhan pajak MNE, maupun keputusan investasi di Indonesia. Selain itu, keterbatasan juga 

muncul karena pembahasan perhitungan ETR dan top-up tax masih bersifat konseptual dan ilustratif, 

sehingga belum menggambarkan kompleksitas implementasi pada data keuangan perusahaan nyata. 

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan studi empiris berbasis data 

perusahaan atau studi kasus sektor tertentu, menganalisis efektivitas QDMTT terhadap penerimaan 

pajak, serta mengevaluasi respons kebijakan insentif yang paling optimal agar Indonesia tetap 

kompetitif dalam iklim investasi global pasca penerapan GMT.   
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